PERATURAN PEMERI NTAH PENGGANTI UNDANG- UNDANG ( PERPU)
NOMOR 40 TAHUN 1960 (40/ 1960)
TENTANG
PERUBAHAN DAN TAMBAHAN UNDANG UNDANG NO 66 TAHUN 1958
(LEMBARAN NEGARA TAHUN 1958 NO 117) TENTANG WAJI B M LI TER

Presi den Republik | ndonesia,

Meni nbang

a. bahwa unt uk nenmungki nkan |ancarnya dan untuk nencapai hasil
guna dal am pel aksanaan wajib mliter dianggap perlu untuk
nmengadakan perubahan dan tanbahan dal am Undang- undang No. 66
tahun 1958 tentang Wajib Mliter;

b. bahwa karena keadaan nenaksa soal tersebut diatur dengan
Per at ur an Penei rnt ah Pengganti Undang- undang;

Mengi ngat :

1. Undang- undang No. 66 tahun 1958 (Lenbaran-Negara tahun 1958
No. 117) tentang Wajib Mliter;

2. Pasal 22 ayat (1) Undang-undang Dasar ;

3. Peraturan Penerintah Pengganti Undang-undang No. 10 tahun
1960;

Mendengar :
Musyawar ah Kabi net Kerja pada tanggal 21 Septenber 1960.

VEMUTUSKAN:

Menet apkan:

Peraturan Penerintah Pengganti Undang-undang tentang perubahan dan
t anbahan Undang-undang No. 66 tahun 1958 (Lenbaran-Negara tahun
1958 No. 117) tentang Wajib Mliter.

Pasal 1.

(1) Dal am Undang-undang No. 66 tahun 1958 tentang Wajib Mliter
(Lenbar an- Negara tahun 1958 No. 117) diadakan perubahan dan

t anbahan berturut-turut sebagai berikut:
a. Kat a-kata "40 tahun" tersebut dalam pasal 2 ayat (1),
pasal 5 ayat (2) dan (3), pasal 51 ayat (1) dan pasal 56

ayat (2) diubah nenjadi "50 tahun";

b. Pasal 22 huruf di diubah nenjadi: "Ketentuan tersebut
pada pasal 12 ayat (1) huruf b dan d ad 2 tidak
ber | aku";

C. Pasal 29 ayat (1) diubah nenjadi: " (1) Pendidikan dan
dinas pertanma berlangsung paling lama 24 bulan untuk
Prajurit Wajib Mliter, Bintara Wjib Mliter dan
Perw ra Cadangan”;

d. Pasal 55 ayat (1) diubah nmenjadi: Mliter Wajib yang
nmendapat cacad didal am dan ol eh karena dinas dan janda
serta anak yatimpiatu yang ditinggalkan oleh Mliter
Wajib karena neninggal dunia didalam dan ol eh karena
dinas berhak atas tunjangan yang diatur |ebih |anjut
dengan Per aturan Penerintah".



(2)

(3)

(4)

e. Kat a- kata "Undang-undang” dan "Peraturan Penerintah"
dal am pasal 24 ayat (1) diubah berturut-turut nenjadi
"Peraturan Penerintah" dan "peraturan Menteri Keanmanan
Nasi onal ".

D mana dal am Undang-undang No. 66 tahun 1958 (Lenbaran- Negara

tahun 1958 No. 117) terdapat kata-kata "pendi di kan dan | ati han

pertama” mnaka kata-kata itu diganti dengan "pendidikan dan

di nas pertama".

D mana dal am Undang-undang No. 66 tahun 1958 (Lenbaran- Negara

tahun 1958 No. 117) terdapat kata-kata "Menteri Pertahanan”

dan "Menteri Dalam Negeri", naka kata-kata tersebut berturut-
turut di ubah nenjadi "Menteri Keamanan Nasional"™ dan "Menteri

Dal am Negeri dan G onom Daerah".

a. Bab X Il ketentuan penutup diubah nenjadi Bab X II
ket entuan tanbahan dan terdiri atas pasal 72 dan pasa
73.

b. Sesudah pasal 73 diadakan bab baru yaitu Bab XV

ket entuan peralihan yang terdiri atas pasal 74 baru yang
ber bunyi sebagai beri kut:
"Sebelum al at - al at per | engkapan/ prosedur  sebagai mana
di sebut atau diatur dalam Bab Il sanmpai Bab VI dapat
bekerj a/ di pergunakan maka ol eh Menteri Keamanan Nasi ona
di kel uarkan peraturan-peraturan tentang pendaftaran,
penyari ngan, penguj i an kesehat an, pem | i han dan
pemasukan kedal am Angkatan Perang dari pada para cal on
Mliter Wajib"

C. Pasal 74 lama nenjadi pasal 75 baru di banah bab baru
yai tu Bab XV ket entuan penut up.

Pasal 2.

Per at uran Peneri ntah Pengganti Undang-undang ini mulai berl aku

pada hari di undangkan

Agar supaya setiap orang dapat nengetahuinya, nenerintahkan

pengundangan Peraturan Penerintah Pengganti Undang-undang ini
dengan penenpat an dal am Lenbar an- Negar a Republ i k | ndonesi a.

D tetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Cktober 1960.
Pej abat Presiden Republik Indonesia,

DJ UANDA

D undangkan di Jakarta
pada tanggal 15 Cktober 1960.
Ajun Sekretaris Negara,

SANTCSO.

PENJELASAN
ATAS



PERATURAN PEMERI NTAH PENGGANTI  UNDANG- UNDANG
NOMOR 10 TAHUN 1960
t ent ang
PERUBAHAN DAN TAVBAHAN UNDANG UNDANG No. 66
TAHUN 1958 ( LEMBARAN- NEGARA TAHUN 1958 No. 117)
TENTANG WAJI B M LI TER

UMUM

Set el ah di adakan peninjauan dan penbahasan kenbali Undang-
undang No. 66 tahun 1958 tentang VWajib MIliter terdapat beberapa
ket ent uan- ketentuan, wunsur-unsur dan formalitet-formalitet yang
dal am perkenbangan usaha pel aksanaan VWajib Mliter tidak dapat
di pergunakan: karena itu perlu diadakan perubahan-perubahan dan
t anbahan-t anbahan dal am Undang-undang No. 66 tahun 1958 sehi ngga
dal am wakt u yang singkat VWajib MIliter dapat tersel enggara.

Per ubahan- perubahan itu dil akukan antara | ain dal am

1. batas nmaxi mum bagi-setiap warga-negara untuk dapat dipanggil
nmel akukan dinas mliter.

2.1 amanya pendi di kan dan dinas mliter wajib.

3. penghapusan penberian pensiun janda kepada mliter wajib dan
nmenggant i nya dengan nmacam t unj angan.

Sel anj ut nya dal am Undang-undang ini, pun di adakan suatu pasal
per al i han yang nenberi kan wewenang kepada Menteri Keamanan Nasi onal
unt uk nengel uarkan peraturan-peraturan tentang pendaftaran dan
sebagai nya sebelum Undang-undang No. 66 tahun 1958 ini dapat
di | aksanakan dal am kesel ur uhannya.

PASAL DEM PASAL.

Pasal 1.
Ayat (1).

a.Uwr 40 tahun di pandang terlalu rendah: penentuan unmur
50 tahun lebih sesuai dengan kenyataan kenmanpuan
untuk ikut- serta dal am pertahanan sebagai tenaga
cadangan (perhati kan unmur pensi un unt uk
Prajurit/Bintara = 42 tahun, untuk Perwira Pertana
= 45 tahun dan Perwira Menengah 48 tahun). Hal ini
sesuai pula dengan ketentuan dalam Undang-undang
Pensi un bagi anggota  Angkat an Per ang yang
nmenyat akan, bahwa para pensiunan tentara masih
sel alu dapat dipanggil untuk dinas mliter sanpa
mencapai umur 50 tahun. Penentuan unur 40 tahun
akan tidak nenmungki nkan pel aksanaan pasal 17
Undang- undang No. 19 tahun 1958 (MIliter Sukarela),
yang menyatakan bahwa : "Seorang mliter sukarela
yang berpangkat Perwi ra, yang diberhenti kan dengan
hormat dari dinas ketentaraan ditetpkan sebagai
Perwi ra Cadangan dengan syarat-syarat yang diatur
dengan Peraturan Penerintah". Berdasarkan ketentuan
ini dan nengingat unmur pensiun untuk Perwira (45
tahun, 48 tahun) yang lebih tinggi dari batas unur
Pewajib Mliter (40 tahun), naka tidaklah mungkin
nmenberi - kan status Perwira Cadangan bagi ex



Perwira dinmaksud yang berunur 40 tahun ke atas,
padahal tenaga nereka ini masih nerupakan potensi
yang besar.

b.Jika Negara berada dalam keadaan bahaya, terdapat
kemungki nan bahwa seorang Mliter Wajib yang
bekerja pada perusahaan hayati dipanggil untuk
dinas mliter, hal mana dapat nenpengaruhi |ancar
jalannya perusahaan tersebut, vyang tentu akan
mer ugi kan roda perekonom an ( perang).

Unt uk nmenj am n kel angsungan bekerja
per usahaan- per usahaan t er sebut perl u di adakan
kemungkinan bagi Mliter Wijib yang bersangkutan
unt uk nmendapat penangguhan dari permanggi | an
tersebut, dalam arti bahwa Mliter Wjib yang
ber sangkutan senentara tetap bekerja diperusahaan
sanpai terdapat pengggantinya.

c. Wkt u pendi di kan dan |atihan pertama selama 12 bul an
dan 18 bulan berturut-turut untuk Prajurit Wajib
Mliter dan Bintara Wajib MIliter dipandang terlalu
pendek, dan oleh karenanya perlu ditanbah dengan
12/ 6 bul an. Tanbahan ini di- maksudkan pula untuk
menungki nkan/ menberi kan latihan praktek selama
wakt u tertentu set el ah nmer eka nmenyel esai kan
pendi di kan | ati han ditenpat-tenpat pendi di kan.

d.Prinsip penberian pensiun sebagai mana ditentukan
senul a di pandang tidak tepat. A eh karena itu perlu
diganti dengan "tunj angan".

e.Dianggap lebih praktis untuk nenetapkan jatah mliter
wajib bagi tiap angkatan wuntuk tiap golongan
peneri maan dengan Peraturan Penerintah dari pada
dengan Undang- undang. Dem ki an pul a hal nya
penetapan jatah dari tiap daerah pemlihan dengan
keputusan Menteri Keamanan Nasional dari pada
dengan Per aturan Peneri nt ah.

Ayat (2)

Perusahaan ini diadakan untuk nenyesuai kan dengan keadaan
sekar ang.

Ayat (3)

Per kat aan "pendi di kan dan dinas pertama” dianggap |ebi h tepat
dari "pendi di kan dan | atihan pertama", berhubung dengan

sifatnya dinas setelah selesai pendi di kan seperti
t er cant um dal am penj el asan pasal 1 ayat (1) c.

Ayat (4)

Penyel enggaraan wajib mliter di Negara kita ini adal ah soal
yang baru.

Dengan adanya tanbahan pasal 74, maka Menteri Keananan
Nasi onal dalam hal-hal tertentu diberi wewenang untuk
nmengat ur pendaftaran penyaringan dan sebagainya dengan
nmenyi npang dari ket entuan- ketentuan dalam dan atau
ber dasarkan Undang-undang Wajib MIliter. Sebagai contoh
di kenukakan nengenai  soal pendaftaran yang mnenur ut



Undang- undang harus dil akukan secara umum hal mana pada
waktu sekarang tidak nungkin dilaksanakan, nengi ngat
besarnya biaya, aparatur dan perlengkapan dan lain
sebagai nya yang di perl ukan untuk itu, padahal kebutuhan
jum ah yang akan dipanggil tiap tahunnya senmentara ini
ditaksir tidak akan nelebihi dari 50.000. Adalah |ebih
praktis apabila diadakan pendaftaran secara terbatas
seperti yang baru-baru ini dilakukan dalamwajib mliter
darurat yang di adakan ol eh Penguasa Perang Pusat.

Pasal 2.
Cukup j el as.

CATATAN

Kut i pan: LEMBARAN NEGARA DAN TAVBAHAN LEMBARAN NEGARA TAHUN 1960
YANG TELAH DI CETAK ULANG

Sunber: LN 1960/ 125; TLN NO 2063



